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WALIKOTA LUBUKLINGGAU 

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 

NOMOR: P4 TAHUN 2009 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 

TAHUN ANGGARAN 2008 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang 
Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2008 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapalan dan Belanja Daeran Tahun Anggaran 2008: 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688): 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 
Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389): 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

10. Undang-undang Nonmor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tanmbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438): 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lenmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4540): 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonmor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574): 

20. Peraturan Pemerintah. 



Menetapkan 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4575): 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576): 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577): 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585): 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

27. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau; 

28. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 

29. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 

30. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

31. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas 
Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

32. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 

33. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2008. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 

Pasal 



Laporan Realisasi tahun anggaran 2008 terdiri atas 

Pendapatan Daerah : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain - lain Pendapatan yang Sah 
Jumlah Pendapatan 

2 Belanja Daerah: 
a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai 

2. Belanja Bunga 

3. Belanja Subsidi 

4. Belanja Hibah 

5. Belanja Bantuan Sosial 

6. Belanja Bagi Hasil 

7. Belanja Bantuan Keuangan 

8. Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung 

1. Belanja Pegawai 

2. Belanja Barang dan Jasa 

3. Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus / (Depisit 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
tahun berkenaan 

3 Pembiayaan 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 
Jumlah Pembiayaan Neto 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berkenaan 

Rp. 20,362,155,825.54 

Rp. 

Rp. 17,707,003,506.00 

Rp 

Rp. 127,846428,306.00 

Rp 

Pasal 1 

Rp 

Rp. 3,801,284,000.00 

Rp 

Rp. 

349,297.205,93800 

Rp. 

13,495.547.750.00 

409,500,000.00 

Rp. 28,794,199,942.00 

Rp. 

Rp. 78,913,810,711.00 

Rp. 185,455,515,038.00 

Rp. 138,450,101,452.86 

1,950,237,000.00 

Pasal 2 

Rp. 387,366,365,269.54 

Rp. 145,552,760,056.00 

Rp 293,163,525,691.00 

Rp 438,716,285,747.00 
Rp 51,349,920,477.46 

Rp 

Rp 

Ro 

136499,864,452 86 

85,149,943,975.40 

Ringkasan Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 
Peraturan Walikota Lubuklinggau ini. 

Pasal 3 to 



Pasal 3 

Ringkasan Penjelasan Anggaran sebagaimana dimaksud dalanm Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam 
penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjelasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran I| 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota Lubuklinggau ini. 

Diundangkan di Lubuklinggau 
pada tanggal t EBTER 2009 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditberlakukan terhitung sejak tanggal 
10 September 2009. 

Agar setiap orang mengetahuinya., memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita 
Daerah. 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAS? 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 19.yerbs 2p09 
WALIKOTA LỰuKy KNGGAU, 

H. RIDUAN ÉFFENDI S K 

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009 NOMOR 
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